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Pengaturan pendidikan kedokteran saat ini diatur dalam tiga buah undang-undang, yaitu UU No. 29 Tahun
2004 (UU Pratik kedokteran), UU No. 12 Tahun 2012 (UU Pendidikan Tinggi), dan UU No. 20 Tahun 2013
(UU Pendidikan Kedokteran). Ketiga undang-undang tersebut mengatur mengenal penetapan standar
pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter. Ketiga
substansi ini telah diatur dalam jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan delegasi yang berbeda serta
diimplementasikan oleh instansi yang berbeda juga yaitu Kementerian Pendidikan dan Konsil Kedokteran
Indonesia. Kondisi seperti ini menyebabkan adanya potensi disharmoni di antara UU Praktik Kedokteran,
UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini
menguraikan permasalahan mengena kesesuaian antara pengaturan penetapan standar pendidikan profes
dokter, uji kompetensi dokter, serta dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter dalam UU Praktik
Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran dari sisi teks peraturan, doktrin hukum,
dan aspek implementatif agar menghadirkan kepastian hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat
ketidaksesuaian penormaan dalam UU Praktik kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan
Kedokteran dalam pengaturan penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan
dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter sasmpai dengan peraturan delegasi dari ketiga undang-undang
tersebut. Undang-undang ini memiliki hierarki yang sama dalam tata urutan perundang-undangan. Dari Sisi
materi muatan terdapat harmonisasi antara UU Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kedokteran, namun
harmonisasi tidak terjadi antara UU Praktik Kedokteran dengan undang-undang lainnya. Oleh karenanya
untuk memberikan kepastian hukum akibat adanya disharmoni antara UU Praktik Kedokteran dan UU
Pendidikan Kedokteran serta UU Pendidikan Tinggi, perlu adanya ketaatan terhadap pel aksanaan asas lex
superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori dan konsistensi dalam pelaksanaan putusan
pengadilan.

...... The regulation of medical education is currently regulated in three laws, Law Number 29 of 2004 (Law
of Medical Practice), Law Number 12 of 2012 (Law of Higher Education), and Law Number 20 of 2013
(Law of Medical Education). The three laws regulate the establishment of medical professional education
standards, medical competency tests, and medical professional education graduation documents. These three
substances have been regulated in different types and forms of delegation legislation and implemented by
different agencies, namely the Ministry of Education and the Indonesian Medical Council. This condition
creates the potential for disharmony between the Medical Practice Law, the Higher Education Law, and the
Medical Education Law. This research using a normative juridical method describes the problem of
conformity between setting standards for medical professional education, medical competency tests, and
graduation documents for medical professional education in the Medical Practice Law, Higher Education
Law, and Medical Education Law from the perspective of regulatory texts, legal doctrine, and
implementation aspects in order to provide legal certainty. The results of the study found that there were
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inconsistencies of normsin the Law on Medical Practice, the Law on Higher Education, and the Law on
Medical Education in the setting of standards for medical professional education, medical competency tests,
and graduation documents for medical professional education up to the delegation regulations of the three
laws. Thislaw has the same hierarchy in the order of legislation. In terms of content, there is harmonization
between the Law on Higher Education and Medical Education, but harmonization does not occur between
the Law on Medical Practice and other laws. Therefore, in order to provide legal certainty due to
disharmony between the Medical Practice Law and the Medical Education Law and the Higher Education
Law, it is necessary to adhere to the implementation of the principles of lex superior derogat legi inferiori,
lex posterior derogat legi prioriand consistency in implementing conviction.



